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Nabila Hidayati. Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) pada Bagian Keuangan, 
Subbagian Perbendaharaan dan Tata Usaha Keuangan Direktorat Jenderal Imigrasi, 
Jakarta 10 Juli 2017 – 5 September 2017 (40 hari kerja) Program Studi Manajemen, 
Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. 
Praktik Kerja Lapangan bagi Praktikan bertujuan untuk memberikan gambar yang 
nyata mengenai dunia kerja sehingga mampu mempersiapkan diri ketika terjun 
langsung ke dunia kerja yang sesungguhnya. Praktikan melaksanakan Praktik Kerja 
Lapangan (PKL) pada Bagian Keuangan, Subbagian Perbendaharaan dan Tata 
Usaha Keuangan Direktorat Jenderal Imigrasi. Tugas yang diberikan kepada 
Praktikan antara lain : Mengelola surat masuk dari internal maupun eksternal 
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berkas-berkas perjalanan dinas atau pencairan biaya perjalanan dinas, penomoran 
Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB), pembuatan daftar penerima 
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menyetorkan pajak ke bank BRI. 
Kata Kunci : Praktik Kerja Lapangan (PKL), Bagian Keuangan, Subbagian 
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Nabila Hidayati. Internship Report at the Finance Division, Subdivision Treasury 
and Financial Administration, Direktorat Jenderal Imigrasi, Jakarta, July 10th 
2017 - September 5 th 2017 (40 working days) . Department of Management Faculty 
of Economics, State University of Jakarta. 
 
Implementation of Internship aims to gives a real description of the world of work 
so that we can prepare ourself when going directly to the real world of work. 
Internee implement the Internship to the Finance Division, Subdivision Treasury 
and Financial Administration, Direktorat Jenderal Imigrasi. The task given to 
Internee among others are Managing incoming letters from internal and external 
environments Directorate General of Immigration, filing documents or official 
travel documents or disbursement of official travel expenses, numbering Surat 
Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB), making a list of beneficiaries office  
meetings allowance , make presantation for meetings in the office, deposit taxes to 
bank BRI.  
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A. Latar Belakang PKL 
 
Penyelenggaran pendidikan pada perguruan tinggi berbeda dengan 
penyelenggaraan pendidikan pada tingkat SD, SMP atau SMA. Perguruan tinggi 
berperan dalam mengembangkan potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang 
inovatif, responsif, kreatif, terampil, berdaya saing dan koooperatif. Dengan 
kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin cepat seiring dengan 
perkembangan zaman. Mahasiswa saat ini dituntut untuk dapat menyesuaikan diri 
dengan perubahan dan perkembangan yang ada di dunia. Lebih lagi lulusan-lulusan 
dari perguruan tinggi diharapkan dapat berkontribusi pada bidang pekerjaan yang 
sesuai dengan program studi perkuliahan yang diambil. Sehingga perguruan tinggi 
akan mencetak sumber daya manusia yang berkualitas dalam bidang pekerjaaan 
pada industri perusahaan manapun. Sebagai contoh program studi manajemen 
konsentrasi manajamen keuangan maka diharapkan akan melahirkan lulusan yang 
mahir dalam bidang manajemen keuangan. Praktik Kerja Lapangan dapat menjadi 
medium untuk melatih keterampilan dalam bidang manajemen keuangan. 
Praktek kerja lapangan merupakan wujud aplikasi terpadu antara sikap, 
kemampuan dan keterampilan yang diperoleh mahasiswa dibangku kuliah. 
Kegiatan PKL juga memberikan kesempatan bagi para mahasiswa untuk 





perkuliahan. Ilmu pengetahuan tersebut diharapkan sesuai serta  relevan dengan 
kenyataan pada dunia kerja. Sehingga praktikan mempunyai ruang untuk 
mengaplikasikan ilmunya langsung ke tempat PKL. Dengan mengikuti praktek 
kerja lapangan diharapkan dapat menambah pengetahuan, keterampilan dan 
pengalaman mahasiswa dalam mempersiapkan diri memasuki dunia kerja yang 
sebenarnya. 
Pelaksanaan praktek kerja lapangan di berbagai perusahaan dan instansi 
akan sangat berguna bagi mahasiswa untuk dapat menimba ilmu pengetahuaan, 
keterampilan dan pengalaman. Praktek kerja lapangan merupakan salah satu syarat 
untuk menyelesaikan pendidikan Strata I Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Jakarta. Melalui praktek kerja lapangan ini mahasiswa akan 
mendapat kesempatan untuk mengembangkan cara berpikir, menambah ide-ide 
yang berguna dan dapat menambah pengetahuaan mahasiswa sehingga dapat 
menumbuhkan rasa disiplin dan tanggung jawab mahasiswa terhadap apa yang 
ditugaskan kepadanya. Oleh karena itu untuk memperoleh pengalaman dan 
perbandingan antara teori dan praktek, maka mahasiswa diharuskan menjalani 
praktek kerja lapangan di instansi pemerintah atau perusahaan swasta sebagai salah 
satu syarat yang harus dipenuhi sebelum menyelesaikan studinya. 
 Pada Praktik Kerja Lapangan ini, praktikan memperoleh kesempatan untuk 
melakukan PKL di Direktorat Jenderal Imigrasi pada bagian Keuangan. Direktorat 
Jenderal Imigrasi adalah sebuah struktur bagian dari Kementerian Hukum dan Hak 
Asasi Manusia Indonesia yang memiliki tugas pokok merumuskan dan 




B. Maksud dan Tujuan PKL 
Adapun  maksud dan tujuan dalam  melaksanakan  Praktik Kerja Lapangan (PKL) 
ini antara lain: 
1. Maksud Praktik Kerja Lapangan 
1. Memberikan pengalaman untuk terjun langsung di dunia kerja. 
2. Melatih kemampuan, disiplin, dan tanggung jawab Praktikan dengan 
terjun langsung ke dunia kerja yang sesungguhnya. 
3. Melakukan Praktik Kerja Lapangan (PKL) sesuai dengan latar belakang 
ilmu ekonomi di bidang keuangan khususnya. 
4. Mempelajari bidang kerja manajemen keuangan pada instansi yaitu 
Direktorat Jenderal Imigrasi khususnya Bagian Keuangan 
5. Memberikan kontribusi di Bagian Keuangan pada Direktorat Jenderal 
Imigrasi. 
.  
2.         Tujuan Praktik Kerja Lapangan 
1. Mempelajari kondisi dan mekanisme bidang kerja keuangan di 
perusahaan swasta maupun perusahaan negara. 
2. Menambah pengalaman mahasiswa melalui kegiatan Praktik Kerja 
Lapangan (PKL) di bidang manajemen keuangan. 
3. Sebagai media aplikasi antara teori dengan praktek yang diterima 





4. Mengetahui secara langsung gambaran kegiatan perusahaan yang 
berhubungan dengan bidang manajemen keuangan. 
 
C.  Kegunaan PKL 
Adapun kegunaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) selama praktikan 
melaksanakan kegiatan di Direktorat Jenderal Imigrasi diharapkan antara 
lain : 
1. Kegunaan bagi Praktikan 
1. Mempersiapkan diri menghadapi dunia kerja yang sesungguhnya.  
2. Melatih kemampuan dan keterampilan praktikan sesuai pengetahuan  
 yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan di Jurusan Manajemen 
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 
3. Mengidentifikasi  keterampilan maupun kemampuan  yang belum 
dikuasai praktikan dalam bidang keuangan agar dikemudian hari 
praktikan dapat menguasai dan memperbaiki diri sebelum memasuki 
dunia kerja. 
4. Meningkatkan daya pikir, kreativitas,  keberanian dan tanggung jawab 
yang sangat diperlukan dalam dunia kerja. 
5. Belajar mengenal dinamika dan kondisi nyata dunia kerja pada unit- 
 unit kerja, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta. 
2. Kegunaan bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 
1. Memperkenalkan  Fakultas Ekonomi UNJ kepada instansi




2. Membuka peluang kerja sama antara Universitas dengan instansi  
 dalam pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan di waktu yang akan  
 datang.  
3. Meningkatkan citra Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta  
 sebagai pencetak bibit-bibit unggul yang berkualitas.  
4. Mendapatkan umpan balik untuk menyempurnakan kurikulum yang  
         sesuai dengan kebutuhan di lingkungan instansi/perusahaan dan  
  tuntutan pembangunan pada umumnya.  
3. Kegunaan bagi Direktorat Jenderal Imigrasi  
1. Menjalin kerjasama yang saling menguntungkan dan   bermanfaat 
bagi Direktorat Jenderal Imigrasi dan Fakultas Ekonomi, Universitas 
Negeri Jakarta. 
2. Mampu melihat kemampuan potensial yang dimiliki mahasiswa/i 
peserta Praktek Kerja Lapangan (PKL), sehingga akan lebih mudah 
untuk perencanaan peningkatan di bidang Sumber Daya Manusia 
(SDM).  
A. Tempat  PKL 
Nama Instansi       : Direktorat Jenderal Imigrasi 
Alamat                        : Jl.H.R. Rasuna Said Kav.X-6 Nomor 8, Kuningan-
Jakarta Selatan 
Telepon      : (021) 5225029/ 5225028 





B. Jadwal Waktu Pelaksanaan PKL 
 
Jadwal waktu pelaksanaan PKL praktikan terdiri dari beberapa rangkaian tahapan 
yaitu, tahap persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan. Rangkaian tersebut antara lain:  
1.    Tahap Persiapan 
    Pada tahap persiapan, praktikan mengurus seluruh kebutuhan dan 
administrasi yang diperlukan untuk mencari tempat PKL yang tepat. Dimulai 
dengan pengajuan surat permohonan PKL kepada pihak BAAK Universitas Negeri 
Jakarta yang ditujukan kepada Direktorat Jenderal Imigrasi. 
Setelah surat jadi, praktikan segera mendatangi kantor Direktorat Jenderal 
Imigrasi untuk menyampaikan surat tersebut. Setibanya di kantor pusat Direktorat 
Jenderal Imigrasi, praktikan dipersilahkan untuk menemui Ibu Nita Anggraeni staf 
bagian kepegawaian selaku pembimbing pelaksanaan PKL di Direktorat Jenderal 
Imigrasi, kemudian praktikan diminta untuk menunggu pemberitahuan waktu 
pelaksanaan PKL lebih lanjut.  
2. Tahap Pelaksanaan 
 Praktikan melaksanakan kegiatan PKL di Direktorat Jenderal Imigrasi dan 
ditempatkan di Bagian Keuangan. Praktikan melaksanakan PKL selama 40 (empat 
puluh) hari kerja, terhitung dari tanggal 10 Juli 2017 sampai dengan tanggal 05 
September 2017(termasuk masa orientasi PKL selama 7 hari). 
Praktikan melakukan kegiatan PKL dari hari Senin sampai Jumat, mulai 
pukul 07.30 – 16.00 WIB (pada hari Senin sampai Kamis) dan pukul 07.30 – 16.30 




13.00 WIB (pada hari Senin sampai Kamis) dan pukul 11.30 – 13.30 WIB (pada 
hari Jumat) . 
3. Tahap Pelaporan 
Pada tahap pelaporan praktikan diwajibkan untuk membuat laporan PKL 
sebagai bukti telah melaksanakan PKL. Pembuatan laporan ini merupakan salah 
satu syarat untuk lulus dalam mata kuliah PKL yang menjadi syarat kelulusan untuk 
mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 
Jakarta.Laporan ini berisi hasil pengamatan dan pengalaman praktikan selama masa 
PKL di Direktorat Jenderal Imigrasi. Data-data yang diambil praktikan diperoleh 






TINJAUAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI 
 
 
A. Sejarah Umum Direktorat Jenderal Imigrasi 
Arus globalisasi dunia sejak dahulu membawa dampak peningkatan lalu 
lintas orang dan barang antar negara, sehingga batas negara semakin mudah 
ditembus demi kepentingan manusia seperti perdagangan, industri, pariwisata serta 
lainnya. Fenomena ini menjadi hal perhatian negara-negara di dunia sejak dahulu 
sebab setiap negara mempunyai kedaulatan mengatur lalu lintas orang akan masuk 
keluar wilayah negaranya baik untuk berkunjung maupun untuk tinggal sementara. 
Untuk mengatur hal tersebut, di Indonesia telah terdapat peraturan undang-undang 
yang mengaturnya yaitu, Undang-gundang Nomor 9 Tahun 1992 tentang 
Keimigrasian. Undang-undang tersebut merupakan peraturan yang mengatur hal 
ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Negara Republik Indonesia 
dan pengawasan terhadap orang asing di wilayah Negara Republik Indonesia. 
Keimigrasian di Indonesia sudah ada sejak jaman kolonial Belanda namun secara 
historis pada tanggal 26 Januari 1950 untuk pertama kalinya diatur langsung oleh 
pemerintah Republik Indonesia dan diangkat Mr. Yusuf Adiwinata sebagai Kepala 
Jawatan Imigrasi berdasarkan Surat Penetapan Menteri Kehakiman Republik 
Indonesia Serikat No. JZ/30/16 tanggal 28 Januari 1950 yang berlaku surut sejak 
tanggal 26 Januari 1950. Momentum tersebut hingga saat itu diperingati sebagai 





Sejak ditetapkan Penetapan Menteri Kehakiman Republik Indonesia, maka 
sejak saat itu fungsi keimigrasian di Indonesia dijalankan oleh Jawatan Imigrasi 
atau sekarang Direktorat Jenderal Imigrasi dan berada langsung di bawah 
Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Direktorat 
Jenderal Imigrasi semula hanya memiliki 4 (empat) buah Direktorat yaitu 
Direktorat Lalu Lintas Keimigrasian, Direktorat Ijin Tinggal dan Status 
Kewarganegaraan Orang Asing, Direktorat Pengawasan dan Penindakan 
Keimigrasian, Direktorat Informasi Keimigrasian. Seiring dengan perkembangan 
jaman dan pengaruh globalisasi saat ini dengan berbagai kepentingan kerjasama 
internasional antar negara maka saat ini serta berbagai kepentingan pelaksanaan 
tugas-tugas keimigrasian, maka dibentuklah Direktorat yang bernama Direktorat 
Kerjasama Luar Negeri Keimigrasian untuk menunjang tugas-tugas keimigrasian 
dalam bekerjasama dengan negara lain. Sehingga saat ini Direktorat Jenderal 
Imigrasi terdiri dari: Sekretariat Direktorat Jenderal, Direktorat Lalu Lintas 
Keimigrasian, Direktorat Ijin Tinggal Orang Asing dan Status Kewarganegaraan, 
Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, Direktorat Informasi 
Keimigrasian dan Direktorat Kerjasama Luar Negeri. 
Hal ini tidak berhenti sampai disitu saja bahkan dengan semakin 
meningkatnya kejahatan internasional akhir-akhir ini seperti terorisme, 
penyelundupan manusia ( people smuggling ), perdagangan manusia ( human 
trading ), dan lain sebagainya, Direktorat Jenderal Imigrasi memandang perlu untuk 
membentuk Direktorat yang ruang lingkup tugas dan fungsinya untuk 




direncanakan Direktorat baru tersebut dengan nama Direktorat Intelijen 
Keimigrasian, dimana Direktorat ini dirasakan cukup penting dalam menunjang 
tugas-tugas keimigrasian dan sekaligus mengantisipasi segala bentuk kejahatan 
internasional tersebut, akan tetapi hal ini masih dalam proses perencanaan pada 
Direktorat Jenderal Imigrasi.  
Dalam menghadapi masalah dan perkembangan dalam dan luar negeri, 
Direktorat Jenderal Imigrasi ketika Era Reformasi telah melakukan beberapa 
program kerja sebagai berikut: 
a.  Penyempurnaan Peraturan Perundang-Undangan 
Pemerintah memperbaharui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang 
Keimigrasian. Hal ini berdasarkan beberapa perkembangan yang perlu 
diantisipasi, yakni: (1) Letak geografis wilayah Indonesia (kompleksitas 
permasalahan antar negara), (2) Perjanjian internasional/konvensi internasional 
yang berdampak terhadap pelaksanaan fungsi keimigrasian, (3) Meningkatnya 
kejahatan internasional dan transnasional, (4) Pengaturan mengenai deteni dan 
batas waktu terdeteni belum dilakukan secara komprehensif, (5) Pendekatan 
sistematis fungsi keimigrasian yang spesifik dan universal dengan 
memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang modern, (6) 
Penempatan struktur kantor imigrasi dan rumah detensi imigrasi sebagai unit 
pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Imigrasi, (7) Perubahan sistem 
kewarganegaraan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang 
Kewarganegaraan Republik Indonesia, (8) Hak kedaulatan negara sesuai 




asing, (9) Kesepakatan dalam rangka harmonisasi dan standarisasi sistem dan 
jenis pengamanan dokumen perjalanan secara internasional, (10) Penegakan 
hukum keimigrasian belum efektif sehingga kebijakan pemidanaan perlu 
mencantumkan pidana minimum terhadap tindak pidana penyelundupan 
manusia, (11) Memperluas subyek pelaku tindak pidana Keimigrasian, 
sehingga mencakup tidak hanya orang perseorangan tetapi juga korporasi serta 
penjamin masuknya orang asing ke wilayah indonesia yang melanggar 
ketentuan keimigrasian, (12) Penerapan sanksi pidana yg lebih berat terhadap 
orang asing yang melanggar peraturan di bidang keimigrasian karena selama 
ini belum menimbulkan efek jera. 
b.  Kelembagaan 
Untuk mengantisipasi dampak pelaksanaan otonomi daerah dan perkembangan 
beberapa negara Direktorat Jenderal Imigrasi telah membuat langkah 
kebijakan: (1) Pembentukan kantor-kantor imigrasi di daerah, (2) Peningkatan 
kelas beberapa kantor imigrasi, (3) Pembentukan direktorat intelijen, (4) 
Pembentukan rumah detensi imigrasi, (5) Penambahan tempat pemeriksaan 
imigrasi, dan (6) Pembentukan atase/konsul imigrasi pada perwakilan RI di 
Guangzhou-RRC. 
Adapun jumlah kelembagaan imigrasi yang tersebar di daerah dan di luar negeri 
sampai dengan saat ini adalah sebagai berikut: 
1)  115 kantor imigrasi, yang terdiri dari terdiri dari : 
a. 7 kantor imigrasi kelas I khusus  




c. 60 kantor imigrasi kelas II  
d. 10 kantor imigrasi kelas III  
2)  13 rumah detensi imigrasi  
3)  33 tempat pemeriksaan imigrasi, masing-masing di : 
a. Bandar udara  
b. Pelabuhan laut  
 4)  79 pos lintas batas 
 5)  19 atase/konsul imigrasi pada Perwakilan RI di : 
Bangkok, Beijing, Berlin, Den Haag, Kuala Lumpur Malaysia, Singapura, 
Tokyo, Davao, Hongkong, Jeddah, Los Angeles, Penang, Sydney, Taipei, 
Johor, Dili, Guang Zhou, Kuching, dan Tawao. 
c. Ketatalaksanaan 
Hasil-hasil yang telah dicapai di bidang ketatalaksanaan sampai tahun 2003 
adalah: (1) Pengolahan data kedatangan dan keberangkatan WNI/WNA di 
Direktorat Jenderal Imigrasi telah terekam yang dikirim dari tempat 
pemeriksaan imigrasi dengan sistem inteligent character recognation 
(ICR), (2) Perekaman dan penyimpanan data keimigrasian melalui electronic 
filing system, (3) Penyusunan pola umum kriteria klasifikasi kantor imigrasi, 
(4) Perencanaan SIMKIM, standarisasi pola umum bangunan UPT imigrasi dan 
standarisasi pelayanan imigrasi. 
d. Sumber Daya Manusia 
Implementasi kebijakan pengembangan SDM yang bersinergi dengan penataan 




penyelenggaraan: (1) Pembukaan kembali Akademi Imigrasi Tahun 2000, (2) 
Pendidikan dan Pelatihan Teknis Keimigrasian, dan (3) Pendidikan dan Latihan 
Penjenjangan. Selain itu program pendidikan luar negeri bagi pejabat/pegawai 
imigrasi mulai dilaksanakan yang bersifat akademis yaitu Strata S-2 
(Magister/Master) dan Strata S-3 (Doktoral/PhD), maupun shortcourse (diklat 
singkat), antara lain di Negara Australia, Taiwan, Jepang, dan Korea Selatan.. 
e. Sarana dan Prasarana 
Program pengembangan sarana dan prasarana yang difokuskan oleh Direktorat 
Jenderal Imigrasi antara lain: (1) Pembangunan fisik gedung kantor-kantor 
Imigrasi di daerah, (2) Pembangunan fisik rumah detensi imigrasi, (3) 
Peningkatan fasilitas pos lintas batas di daerah-daerah perbatasan antarnegara, 
(4) Pengadaan fasilitas visa on arrival/visa kunjungan saat kedatangan di 
beberapa bandara internasional, (5) Pengadaan full inteligent character 
recognation (ICR) di beberapa unit pelaksana teknis yang membawahi tempat 
pemeriksaan imigrasi (TPI), (6) Pengadaan electronic filing system di 
Direktorat Jenderal Imigrasi, (7) Perencanaan pembangunan sistem informasi 
manajemen keimigrasian (SIMKIM), (8) Pembangunan laboratorium forensik 
di Direktorat Jenderal Imigrasi, (9) Pengadaan alat EDISON untuk mengetahui 
spesifikasi paspor kebangsaan seluruh negara, (10) Pengadaan alat untuk 
mendeteksi dokumen palsu, (11) Rencana pembangunan border management 
information system dan alert system bekerja sama dengan Department of 
Imigration and Multi Cultural and Indigeneous Affairs (DIMIA) 




f.  Pengaturan Keimigrasian 
Pada era reformasi Direktorat Jenderal Imigrasi telah melakukan beberapa 
pengaturan mengenai masalah keimigrasian antara lain: (1) Pengaturan bebas 
visa secara resiprokal, dan pengaturan visa on arrival (VOA), (2) Pengaturan 
visa khusus bagi turis lanjut usia (Lansia), (3) Pengaturan fasiltas 
APEC business travel card (ABTC), (4) pengawasan, penangkalan dan 
penindakan orang asing, (5) visa stiker, (6) kerja sama keimigrasian baik di 
dalam negeri maupun di luar negeri, (7) pendeportasian imigran ilegal, (8) 
Kasus pemalsuan paspor - paspor untuk TKI, (9) pencegahan dan penangkalan, 
(10) clearence house (CH), yaitu forum koordinasi dengan anggota terdiri dari 
instansi yang menangani orang asing untuk melakukan penelitian dalam rangka 
memberikan persetujuan visa bagi negara-negara tertentu yang dikategorikan 
sebagai negara rawan dari sisi ipoleksosbudhankamnas serta keimigrasian. 
1. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Imigrasi. 
a. Kedudukan Direktorat Jenderal Imigrasi 
(1) Direktorat Jenderal Imigrasi adalah unsur pelaksana yang berada di 
bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi 
Manusia. 
(2) Direktorat Jenderal Imigrasi dimpimpin oleh seorang Direktur Jenderal. 
b. Tugas Direktorat Jenderal Imigrasi  
Direktorat Jenderal Imigrasi mempunyai tugas merumuskan serta 
melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang imigrasi. 




Untuk melaksanakan tugasnya , Direktorat Jenderal Imigrasi 
menyelenggarakan fungsi : 
a) Perumusan kebijakan di bidang imigrasi; 
b) Pelaksanaan kebijakan di bidang imigrasi; 
c) Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang 
imigrasi; 
d) Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang imigrasi ; dan 
e) Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Imigrasi. 
 
2. Visi dan Misi Direktorat Jenderal Imigrasi 
a. Visi Direktorat Jenderal Imigrasi 
Masyarakat memperoleh kepastian hukum. 
b. Misi Direktorat Jenderal Imigrasi 
Melindungi hak asasi manusia 
 
3. Motto dan Janji Layanan Direktorat Jenderal Imigrasi 
a. Motto Direktorat Jenderal Imigrasi 
Melayani dengan tulus 
b. Janji layanan Direktorat Jenderal Imigrasi 
1. Kepastian persyaratan 
2. Kepastian biaya 
3. Kepastian waktu penyelesaian 
 




Dengan adanya struktur organisasi, diharapkan tercapainya suatu kondisi 
yang baik diantara unit-unit maupun bagian-bagian dalam organisasi, sehingga 
tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai oleh karena itu, struktur organisasi yang 
digunakan harus disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan instruksi agar 
pendayagunaan sumber daya yang seoptimal mungkin. Dengan adanya struktur 
organisasi, maka setiap tugas dan tanggung jawab dapat dikerjakan dan diselesaikan 
oleh masing-masing individu yang ada dalam organisasi tersebut sehingga tujuan 
yang telah ditetapkan dapat tercapai. Adapun Direktorat Jenderal Imigrasi 
mempunyai struktur organisasi sebagai berikut : 
 
Gambar II.1 Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Imigrasi 





Gambar II.2 Struktur Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi 
Sumber : imigrasi.go.id 
Sekretariat Direktorat Jenderal, Direktorat Dokumen Perjalanan, Visa dan 
Fasilitas Keimigrasian, Direktorat Izin Tinggal dan Status Keimigrasian, Direktorat 
Intelijen Keimigrasian, Direktorat Penyidikan dan Penindakan Keimigrasian, 
Direktorat Lintas Batas dan Kerja Sama Luar Negeri Keimigrasian, Direktorat 
Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian Masing-masing bagian tersebut 
memiliki tugas sebagai berikut: 
1) Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis 
dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Direktorat 
Jenderal Imigrasi dan satuan kerja di bawahnya. 
Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas : 
a. Bagian program dan pelaporan 




c. Bagian keuangan 
d. Bagian pengelolaan barang milik Negara dan layanan pengadaan 
e. Bagian hubungan masyarakat dan umum; dan 
f. Kelompok jabatan fungsional; 
2) Direktorat Lalu Lintas Keimigrasian mempunyai tugas melaksanankan 
penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberiaan bimbingan 
teknis dan supervisi, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di 
bidang sistem dan teknologi informasi keimigrasian sesuai dengan kebijakan 
teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Imigrasi 
3) Direktorat Izin Tinggal Keimigrasian Keimigrasian mempunyai tugas 
melaksanankan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian 
bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan 
pelaporan di bidang izin tinggal keimigrasian keimigrasian sesuai dengan 
kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Imigrasi. 
4) Direktorat Intelijen Keimigrasian mempunyai tugas melaksanaka penyiapan 
perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan 
supervise, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang intelijen 
keimigrasian sesuai kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal 
Imigrasi. 
5) Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian mempunyai tugas 
melaksanankan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberiaan 




pelaporan di bidang sistem dan teknologi informasi keimigrasian sesuai dengan 
kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Imigrasi. 
6) Direktorat Kerja Sama Keimigrasian mempunyai tugas melaksanakan 
penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis 
dan supervis serta evaluasi di bidang kerja sama keimigrasian berdasarkan 
kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Imigrasi. 
7) Direktorat Sistem Teknologi dan Informasi Keimigrasian mempunyai tugas 
melaksanankan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberiaan 
bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan 
pelaporan di bidang sistem dan teknologi informasi keimigrasian sesuai dengan 
kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Imigrasi. 
 
C. Kegiatan Umum Direktorat Jenderal Imigrasi 
Kegiatan yang ada di Direktorat Jendral Imigrasi yaitu sebagaimana 
tugasnya yang mana merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi 
teknis di bidang imigrasi. Kegiatan yang berupa kebijakan dan teknis keimigrasian 
dapat berupa membuat peraturan - peraturan terkait visa, kerjasama keimigrasian 
baik di dalam negeri mapun di luar negeri, pendeportasian imigran illegal, 
pengawasan, penangkalan dan penindakan orang asing seta kegiatan-kegiatan lain 
yang dilakukan berkaitan dengan tugas – tugas di direktorat - direktorat yang ada 
di Direktorat Jenderal Imigrasi. Kegiatan yang ada di Direktorat Jendral Imigrasi 
juga berupa layanan publik, layanan publik yang diberikan dibedakan menjadi tiga 




Warga Negara Asing dan layanan publik yang berupa layanan online. Layanan 
publik tersebut dapat diuraikan sebagai berikut : 
1. Layanan Publik untuk Warga Negara Indonesia berupa : 
a. Paspor Biasa 
b. Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk WNI 
c. Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Orang Asing 
d. Surat Perjalanan Lintas Batas atau PAS Lintas Batas 
e. Penarikan, Pembatalan, Pencabutan dan Penggantian 
f. Rekomendasi Visa Bekerja Dan Berlibur 
g. APEC Business Travel Card (ABTC) 
2. Layanan Publik untuk Warga Negara Asing berupa : 
a. Bebas Visa Kunjungan 
b. Rekomendasi Negara Tertentu 
c. Visa Kunjungan 
d. Visa Tinggal Terbatas 
e. Izin Tinggal Kunjungan 
f. Izin Tinggal Terbatas (ITAS) 
g. Izin Tinggal Tetap (ITAP) 
h. Izin Tinggal Terbatas/Izin Tinggal Tetap bagi Subyek Perkawinan Campur 
i. Alih Status Izin Tinggal 
3. Layanan Online berupa : 
a. Layanan Visa Online 




c. Layanan Pengaduan Masyarakat 
d. Informasi Antrian Layanan Paspor 
e. Layanan Antrian Paspor Online 





PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 
 
 
A. Bidang Kerja 
   Selama melakukan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Direktorat 
Jenderal Imigrasi, praktikan ditempatkan pada Bagian Keuangan, Sub Bagian 
Perbendaharaan dan Tata Usaha Keuangan. Tugas Praktikan di Sub Bagian 
Perbendaharaan dan Tata Usaha Keuangan adalah sebagai berikut : 
1. Mengelola surat masuk dari internal maupun eksternal lingkungan Direktorat 
Jenderal Imigrasi. 
2. Mengarsipkan dokumen-doukumen atau berkas-berkas perjalanan dinas atau 
pencairan biaya perjalanan dinas. 
3. Penomoran Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) . 
4. Pembuatan daftar penerima uang saku rapat dalam kantor. 
5. Membuat presantasi untuk rapat dalam kantor. 
6. Menyetorkan pajak ke bank BRI. 
 
B. Pelaksanaan Kerja 
Praktikan melaksanakan PKL dimulai pada hari Senin, 10 Juli 2017. Praktikan 
ditempatkan di Bagian Keuangan, Sub Bagian Perbendaharaan dan Tata Usaha 
Keuangan. Ketika Pelaksanaan PKL, Praktikan di bimbing dan diarahkan oleh Ibu 




seluruh tugas yang Praktikan kerjakan selama pelaksanaan PKL tertera secara 
terperinci di lampiran. Berikut ini adalah tugas serta penjelasan selama melakukan 
kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Direktorat Jenderal Imigrasi : 
1. Mengelola surat masuk dari internal maupun eksternal lingkungan 
Direktorat Jenderal Imigrasi. 
Karena bagian keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan 
pembinaan dan pengelolaan keuangan pada Direktorat Jenderal imigrasi 
maka segala kegiatan yang berhubungan dengan pemasukan maupun 
pengeluaran Direktorat Jenderal Imigrasi dikelola pada bagian keuangan. 
Laporan-laporan yang masuk ke dalam bagian keuangan dilaporkan dalam 
bentuk  surat dinas yang dapat berupa surat umum, nota dinas, surat perintah 
dan lain sebagainnya. Surat yang masuk ke dalam bagian keuangan bisa 
berasal dari pihak internal Direktorat Jenderal Imigrasi maupun dari pihak 
eksternal. Yang dimaksud pihak internal adalah bagian-bagian yang ada di 
Direktorat Jenderal Imigrasi. Dan pihak eksternal adalah pihak-pihak dari 
luar Direktorat Jenderal Imigrasi seperti kantir kedutaan, kantor kepolisian, 
rumah detensi dan lain-lain. Adapun alur pengerjaan pengelolaan surat 
masuk adalah sebagai berikut : 
a. Pertama, praktikan membuka SSO (Single-Sign-On) pegawai 
dengan membuka laman  yang mana merupakan SSO dengan id 





b. Kedua, praktikan membuka bagian persuratan lalu membuka pada 
tab surat masuk. Setelah itu surat yang masuk akan dimasukkan ke 
dalam surat masuk dengan mengklik ikon + (tambah data).  
c. Ketiga, setelah masuk kedalam tampilan halaman surat masuk maka 
selanjutnya praktikan akan mengetik detil surat. 
 
 
                                  Gambar III.1  Surat masuk ke bagian keuangan 





Gambar III.2 Tampilan detil surat pada bagian surat masuk laman 
capella.imigrasi.go.id 
Sumber : Dikelola oleh praktikan 
 
d. Keempat, setelah praktian menulis detil surat masuk yang ada maka 
selanjutnya praktikan akan menyimpan surat tersebut.  Ketika 
praktikan mengklik simpan pada halaman tersebut, maka secara 
otomatis halaman tersebut akan menampilkan disposisi untuk 






Gambar III.3 Lembar disposisi yang akan dicetak. 
Sumber : Dikelola Praktikan 
 
Gambar III.4 Tampilan lembar disposisi pada betuk ms.word 
Sumber : Dikelola oleh praktikan 
e. Surat-surat yang telah dimasukkan kedalam system persuratan 
khususnya surat masuk yang ada pada laman imigrasi maka 




dalam ruang kerja kepala bagian keuangan untuk ditelaah dan 
diambil tindakan lebih lanjut. 
 
2. Mengarsipkan dokumen-dokumen atau berkas-berkas perjalanan 
dinas atau pencairan biaya perjalanan dinas  
Perjalanan dinas merupakan serangkaian agenda yang biasanya dilakukan 
oleh beberapa pegawai di Direktorat Jenderal Imigrasi dan dalam kurun waktu 
beberapa hari. Perjalanan dinas dapat berupa kegiatan seperti menjadi perwakilan 
untuk sebuah rapat, mengikuti kegiatan seminar di luar kota, pertemuan dengan 
beberapa intansi dan lain sebagainya. Bagian keuangan mengurusi semua 
perjalanan dinas untuk pegawai-pegawai maupun pejabat-pejabat yang ada di 
Direktorat Jenderal Imigrasi yang berasal dari direktorat-direktorat maupun dari 
bagian sekretariat.  
Perjalanan dinas tersebut dapat berupa perjalanan dinas dalam negeri 
maupun perjalanan dinas luar negeri. Biaya atas perjalanan dinas tersebut 
dibebankan pada anggaran kantor atau satuan kerja yang mengeluarkan SPPD 
(Surat Perintah Perjalanan Dinas) bersangkutan. Biaya-biaya perjalanan dinas 
terdiri atas :  
• Uang  harian : meliputi uang makan, uang saku, dan transport local 
• Biaya transportasi pegawai 
• Biaya penginapan 
Oleh sebab itu demi kelancaran proses pencairan atas biaya-biaya yang telah 




seperti misalnya : tiket pesawat, kwitansi sewa kendaraan, bill hotel dan lain 
sebagainya harus diarsipkan untuk mengetahui kelengkapan dokumen perjalanan 
dinas. 
Adapun proses pengarsipan dokumen-dokumen perjalan dinas adalah 
sebagai berikut : 
a. Praktikan diberikan file yang berisi daftar perjalanan dinas yang dilakukan per 
direktorat atau sekretariat. 
b. Kemudian praktikan memilih direktorat yang akan diarsipkan dokumen-
dokumen perjalanan dinasnya. 
c. Praktikan membaca ringkasan perjalanan dinas yang ada pada file perjalanan 
dinas per direktorat untuk masing-masing tanggal pelaksanaannya . 
d. Jika perjalanan dinas dilakukan oleh lebih dari satu orang maka praktikan 
memeriksa apakah masing-masing yang tercantum dalam ringkasan sudah 
terdapat dalam file tersebut atau belum . 
e. Lalu apabila masing-masing orang yang dicantumkan dalam ringkasan sudah 
ada dalam file dan dokumen-dokumennya sudah tersusun tidak tercampur pada 
orang lain, maka akan ditumpuk sesuai urutan yang disebutkan oleh ringkasan 
perjalanan dinas tersebut atau sesuai nomer file. 
f. Tahap terakhir, praktikan menuliskan nama file sesuai perjalanan dinas yang 





Gambar III.5 Ringkasan perjalanan dinas direktorat kerja sama keimigrasian 
Sumber : data diolah oleh praktikan 
                      
Gambar III.6 Kwitansi uang saku perjalanan dinas per pegawai 





Gambar III.7 Map yang telah berisi dokumen perjalanan dinas yang telah 
rampung 
Sumber : data diolah oleh praktikan 
 
3. Penomoran Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB)  
Sebagaimana tugas pada subbagian perbendaharaan dan tata usaha 
keuangan yaitu sebagai pengelola keuangan, perbendaharaan, pembukuan dan tata 
usaha keuangan. Subbagian perbendaharaan dan tata usaha keuangan terdiri atas 
bendahara-bendahara pembantu untuk masing-masing direktorat dan sekretariat 
yang ada di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi. Bendahara pembantu tersebut 
membantu proses pencairan untuk pembiayaan kegiatan masing-masing direktorat. 
Biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk pembelanjaan direktorat harus 
dipertanggung jawabkan. Oleh karena itu bendahara-bendahara pembantu yang ada 
pada bagian keuangan khususnya pada subbagian perbendaharaan dan tata usaha 




SPTJB mempunyai nomer suratnya tersendiri. Berikut ini ialah tahapan-tahapan 
penomoran surat pertanggung jawaban belanja (SPTJB) yang dilakukan oleh 
praktikan : 
1.  Praktikan diberikan fille-file yang berisi dokumen-dokumen pencairan 
2. Praktikan membuka file excel untuk penomoran surat pertanggung jawaban 
belanja pada computer khusus penomoran surat. 
 
Gambar III.8 Tampilan table penomoran SPTJB pada ms.excel 
Sumber : Dikelola Praktikan 
3. Praktikan mencari surat perintah pembayaran pada file yang bersangkutan 
sebagai dasar untuk penomoran surat pertanggung jawaban belanja (SPTJB) 





Gambar III.9  Surat permintaan pembayaran 
Sumber : Dikelola Praktikan 
 
4. Praktikan akan melihat nota dinas yang terlampir yang mana nota dinas tersebut 
harus mempunyai kode surat PL sebagaimana merupakan nota dinas untuk 






Gambar III.10 Nota Dinas untuk pencairan anggaran 
Sumber : Dikelola Praktikan 
 
5. Setelah kolom tanggal, perihal, PPK dan direktorat/bagian telah terisi semua 
maka praktikan akan melihat urutan nomer tersebut ada ada nomerberapa untuk 
selanjutnya ditulis pada file SPM (Surat Perintah Membayar). 
6. Setelah ditulis nomer surat untuk SPTJB tersebut, maka file excel tersebut akan 
disimpan dengan cara ctrl + s atau klik ikon save                                                                        
4. Pembuatan daftar penerima uang saku rapat dalam kantor  
Rapat merupakan pertemuan atau berkumpulnya minimal dua orang atau 
lebih untuk memutuskan suatu tujuan. Rapat juga dapat diartikan sebagai kumpulan 
sekelompok orang yang bersifat formal dengan melibatkan empat orang atau lebih 
dengan tujuan untuk berkomunikasi, perencanaan, penetapan kebijakan, 




kerap kali dilakukan baik dengan internal bagian keuangan yang melibatkan 
subbagian-subbagian yang ada pada bagian keuangan, maupun dengan pihak 
eksternal bagian keuangan yaitu dari bagian direktorat-direktorat yang ada di 
lingkungan Direktorat jenderal Imigrasi. 
Uang saku rapat di dalam kantor diberikan sebagai kompensasi bagi 
seseorang yang melakukan kegiatan rapat yang dilaksanakan di dalam kantor di luar 
jam kerja pada hari kerja. Uang saku rapat dalam kantor dicatat dan dibuat daftar 
agar pemberiannya dapat dipertanggung jawabkan secara administratif. Daftar 
penerimaan uang saku rapat dibuat juga dalam rangka mengetahui besarnya 
pendapatan bersih uang saku rapat dalam kantor karena pendapatan dari uang saku 
rapat dalam kantor dikenai pajak penghasilan pasal 21 mengenai honorarium PNS 
yang dasar pengenaan pajaknya berdasarkan golongan peserta rapat dalam kantor.  
Proses pembuatan daftar penerimaan uang saku rapat dalam kantor dalah sebagai 
berikut. 
a) Praktikan  membuka ms.excel 
b) Praktikan membuat judul lembar kerja sesuai dengan rapat yang telah 
dilaksanakan. Judul tersebut memuat informasi mengenai judul pembahasan 
rapat dan tanggal rapat dilaksanankan. 
c) Setelah membuat judul kemudian praktikan membuat kolom-kolom yang 
diperlukan yaitu : nomer, nama, NIP, golongan, jabatan, nomer NPWP, 
nomer NIK, alamat rumah, uang saku (sebelum pajak), pajak, uang saku 
(setelah pajak), dan tanda tangan. Kolom-kolom tersebut dibuat 




yang telah dibuat untuk rapat-rapat yang telah dilaksanakan pada periode-
periode sebelumnya. 
d) Setelah kolom-kolom tersebut dibuat maka kolom-kolom tersebut akan diisi 
sesuai dengan daftar hadir rapat yang telah diisi waktu pelaksanaan rapat. 
Pengisian dimulai dari peserta rapat dengan jabatan tertinggi lalu diikuti 
oleh para pegawai atau para staf. 
 
Gambar III.11 Daftar hadir rapat dalam kantor 
Sumber : dikelola oleh praktikan 
e) Setelah semua data terisi dengan data seluruh peserta rapat maka praktikan 





Gambar III.12 Tampilan daftar penerima uang saku rapat dalam kantor 
pada ms. Excel 
Sumber : Dikelola praktikan 
 
5. Membuat power point presentasi untuk rapat dalam kantor  
Demi kemudahan penyampaian informasi yang akan disampaikan ketika 
rapat maka perlu dibuatnya power point sebagai media penyampaian poin-poin 
utama  yang akan dibahas. Praktikan beberapa kali membuat power point atau 
bahan presentasi untuk keperluan rapat dalam kantor dengan bagian internal bagian 
keuangan dan  bagian eksternal bagian keuangan yaitu direktorat-direktorat yang 
ada di Direktorat Jenderal Imigrasi. Power point dibuat sesuai dengan materi rapat 
yang akan dibahas. Akan tetapi pembuatan power point untuk keperluan rapat sama 
saja satu dengan yang lainnya. Berikut ini tahapan pembuatan power point untuk 




a. Praktikan diberikan materi yang akan disampaikan untuk rapat dalam 
kantor. 
 
Gambar III.13 Bahan materi untuk rapat dalam kantor dengan Direktorat 
Kerjasama Keimigrasian 
Sumber : Dikelola Praktikan 
 
b. Praktikan bertanya poin-poin apa yang akan disampaikan dalam rapat dari 
materi yang ada. 
c. Praktikan akan membaca dan menelaah bahan rapat yang telah diberikan. 
d. Selanjutnya praktikan akan membuka Microsoft power point dan membuat 
judul presentasi yang akan dibuat. 
e. Praktikan membuat isi power point dengan materi-materi yang akan 
disampaikan ketika rapat. Pada salah satu power point ini praktikan 
membuat tabel-tabel guna menunjukkan perubahan anggaran untuk sebuah 





Gambar III.14 Power Point yang telah  rampung dikerjakan 
Sumber : Dikelola praktikan 
f. Praktikan akan bertanya terebih dahulu pada yang mendelegasikan tugas ini, 
pada power point ini yaitu mba dede apakah power tersebut sudah cukup 
atau masih ada yang perlu ditambah guna kejelasan informasi yang 
disampaikan pada rapat. 
g. Setelah power point tersebut sesuai dengan yang diminta dan diperlukan 





Gambar III.15 Suasana rapat dalam kantor 
Sumber : Dikelola praktikan 
 
6. Menyetorkan pajak ke Bank BRI 
Pada subbagian perbendaharaan dan tata usaha keuangan di bagian 
keuangan Direktorat Jenderal Imigrasi berisi bendahara-bendahara. Salah satu 
bendahara yang ada di subbgaian perbendaharaan dan tata usaha keuangan adalah 
bendahara  pengeluaran. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk 
menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan 
mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Negara dalam 
pelaksanaan APBN pada Kantor/Satker Kementerian Negara/Lembaga 1 . 
Sebagaimana tugas bendahara yang harus membayarkan segala keperluan belanja 
negara, bendahara pengeluaran harus memperhitungkan dan memungut/memotong 
1 http://www.wikiapbn.org/kedudukan-dan-tanggung-jawab-bendahara/ 
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pajak atas pembayaran yang bersumber dari SPM LS (Surat Perintah Membayar 
Langsung) Bendahara dan juga atas tagihan dalam SPBy (Surat Perintah Bayar) 
yang diajukan kepadanya. Bendahara-bendahara di bagian keuangan menyetorkan 
pajaknya dengan menggunakan e-billing sehingga tidak perlu datang ke Kantor 
Pelayanan Pajak (KPP). E-Billing SSE Pajak adalah sistem aplikasi yang 
menyimpan Surat Setoran Pajak (SSP) secara elektronik dan menerbitkan kode id-
Billing pajak sejumlah 15 digit, yang dipakai sebagai identifikasi dalam proses 
pembayaran pajak2. Pembayaran atas pajak-pajak yang dipungut atau dipotong oleh 
bendahara dilakukan melalui teller bank dan bank yang menjadi mitra dengan 
Direktorat Jenderal Imigrasi yaitu bank BRI. 
Adapun proses penyetoran pajak yang dilakukan oleh praktikan selama 
masa praktik kerja lapangan adalah sebagai berikut : 
1. Praktikan diberikan file yang berisi gabungan id-billing pajak yang akan 
disetorkan dan uang dengan jumlah pajak yang akan dibayarkan ke bank. 
2 Hidayat, Nurdin dan Dedi Purwana (Perpajakan Teori & Praktik, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 
2017),p.25. 
 




Gambar III.16 Cetakan kode e-billing 
Sumber : Dikelola praktikan 
2. Praktikan akan mengisi slip penyetoran yang telah dimiliki bendahara 
pengeluaran sebelumnya dengan mengisi tanggal penyetoran pajak, jumlah 
uang pajak yang akan disetorkan dan bendahara pengeluaran pembantu 





Gambar III.17 Slip penyetoran untuk pajak 
Sumber :Dikelola Praktikan 
3. Setelah slip penyetoran pajak telah terisi maka praktikan selanjutnya akan 
meminta bendahara pengeluaran pembantu yang mendelegasikan tugas ini 
untuk menandatangani slip tersebut guna keabsahan. 
4. Selanjutnya jika praktikan telah memegang kode billing, uang pajak yang 
akan disetorkan serta slip penyetoran maka praktikan akan menuju lantai 1 
yaitu bank BRI yang ada di gedung kantor Direktorat Jenderal Imigrasi. 
5. Sesampainya di bank, praktikan akan mengambil nomer antri untuk ke teller 
agar bisa mendapat giliran menyelesaikan transaksi. 
6. Ketika di teller praktikan akan menyebutkan kepentingan transaksi yang 
akan dilaksanakan praktikan yaitu guna penyetoran pajak bagian keuangan 
Direktorat Jenderal Imigrasi. 
7. Selanjutnya teller bank akan mengecek kode billing yang dibawa oleh 
praktikan yang mana jumlah pajak yang disetorkan yang tertera pada kode 




8. Setelah dipastikan sesuai maka transaksi akan diproses oleh teller bank. 
9. Jika proses transaksi penyetoran pajak telah selesai maka praktikan akan 
mendapatkan salinan/tembusan slip penyetoran pajak dan bukti penyetoran 
pajak dari bank BRI. 
 
Gambar III.18 Salinan slip penyetoran  pajak ke bank 
Sumber : Dikelola praktikan 
 
Gambar III.19 Bukti penyetoran pajak dari bank yang berupa salinan 




C. Kendala Yang Dihadapi 
 
Dalam pelaksanaan praktik kerja lapangan di Direktorat Jenderal Imigrasi, 
praktikan menghadapi kendala-kendala yang mengganggu kelancaran kegiatan 
PKL. Adapun kendala yang dihadapi praktikan selama PKL adalah: 
1. Pada awal pelaksanaan PKL, praktikan mengalami kesulitan dalam 
hal berkomunikasi dan beradaptasi dengan karyawan, karena masing-
masing pegawai sibuk dengan pekerjaannya dan kurang menyadari  
keberadaan praktikan Praktik Kerja Lapangan. 
2. Pemberian tugas yang tidak rutin dan tidak sistematis menyebabkan 
Praktikan akan sangat sibuk dalam satu waktu dan di waktu lain 
Praktikan mendapat tugas yang ringan dengan kuantitas pekerjaan 
yang sedikit. Hal ini mungkin disebabkan karena masing – masing 
direktorat belum mempunyai suatu prosedur khusus untuk mahasiswa 
yang melaksanakan praktik kerja lapangan. 
3. Banyak istilah-istilah asing yang baru praktikan dengar atau ketahui 
ketika sedang mengerjakan tugas - tugas praktikan, yang kebanyakan 
merupakan istilah yang ada pada administrasi Negara. 
4.  Praktikan harus menghafal posisi direktorat - direktorat ataupun 
secretariat yang ada di Direktorat Jenderal Imigrasi dan orang-orang 







D. Cara Mengatasi Kendala 
 
 Walaupun Praktikan mengalami berbagai macam kendala ketika 
pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan di Direktorat Jenderal Imigrasi tetapi 
Praktikan dapat menyelesaikan PKL dengan baik dan lancar, adapun cara Praktikan 
mengatasi kendala-kendala selama melaksanakan PKL di Direktorat Jenderal 
Imigrasi  yaitu: 
1. Membangun hubungan yang baik dengan orang sebanyak mungkin 
dalam lingkup kerja. Dengan menjalin hubungan yang baik dengan 
para pegawai di bagian keuangan maka mereka mengenal praktikan 
sebagai pribadi yang baik dan menyenangkan sehingga akan 
terjalinnya komunikasi yang baik antara praktikan dengan seluruh 
pegawai. 
2. Menjadi pribadi yang inisiatif yang mana berarti akan melakukakan 
sesuatu tanpa diminta. Apabila pikiran kita senantiasa terfokus pada 
ingin melaksanakan Praktik Kerja Lapangan sebaik mungkin, maka 
praktikan akan terlatih untuk melihat keadaan secara seksama pegawai 
mana yang sekiranya membutuhkan bantuan atau praktikan akan 
meminta sesuatu yang dapat praktikan kerjakan agar praktikan tidak 
berdiam diri. 
3. Apabila praktikan menemui istilah-istilah yang terlihat asing, maka 
praktikan akan bertanya pada pembimbing praktikan di bagian 
keuangan  sehingga tidak memperlambat pekerjaan akan tetapi 




dalam keadaan sibuk atau tidak. Jika beliau sedang sibuk, praktikan 
akan bertanya pegawai lain yang terlihat tidak terlalu sibuk. Praktikan 
akan berusaha menjadi komunikator yang baik yang bisa bertanya 
dengan menggunakan bahasa yang baik. 
4. Dikarenakan Direktorat Jenderal Imigrasi terdiri atas beberapa 
direktorat dan satu sekretariat yang berada pada lantai yang berbeda 
maka sedikit menghambat pekerjaan jika ingin menuju salah satu 
direktorat. Untuk itu praktikan membuat catatan sendiri mengenai 
daftar direktorat  dan terletak pada lantai berapa direktorat tersebut 
pada buku kecil milik praktikan yang selalu dibawa setiap harinya. 
Jika buku catatan tertinggal maka praktikan akan bertanya pada 
pegawai atau satpam yang menjaga pada setiap lantai. 
5. Pada masing-masing direktorat biasanya ada beberapa pegawai yang 
kerap kali berhubungan dengan bagian keuangan secara langsung  dan 
pegawai-pegawai tersebut biasanya ada pada bagian atau subbagian 
direktorat tersebut. Apabila praktikan harus menemui atau 
mengirimkan beberapa dokumen ke orang-orang di salah satu 
direktorat praktikan harus langsung meja kerja orang yang dimaksud 
oleh karena itu pada awal pelaksanaan PKL praktikan biasanya 
bertanya pada pegawai yang ada di direktorat tersebut namun 
selanjutnya praktikan menghafal dengan melihat tata letak ruang kerja 
pegawai yang ada di direktorat-direktorat yang masing-masing 










  Setelah melaksanakan PKL di Direktorat Jenderal Imigrasi. Praktikan 
ditempatkan di Bagian Keuangan, Subbagian bendahara dan tata udaha keuangan, 
praktikan mendapatkan berbagai pengalaman dan pengetahuan mengenai dunia 
kerja nyata. Praktikan dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut : 
1. Praktikan telah menyelesaikan PKL yang dilaksanakan selama kurang  
lebih dua bulan terhitung mulai tanggal 10 Juli hingga 05 September 2017 
di Direktorat Jenderal Imigrasi. 
2. Praktikan mengetahui dan memahami ruang lingkup kerja di Direktorat 
Jenderal Imigrasi. 
3. Praktikan mengetahui dan memahami mengenai sistem pengelolaan 
keuangan dan alur pengelolaan keuangan di Direktorat Jenderal Imigrasi. 
4. Praktikan mendapatkan wawasan dan pengalaman serta  gambaran 
mengenai dunia kerja .  
5. Hubungan yang dibangun dengan baik selama mas PKL dengan beberapa 
pegawai menjadikan beberapa pegawai akrab dengan praktikan sehingga 










1. Saran untuk Universitas Negeri Jakarta 
a. Untuk kedepannya praktikan berharap Universitas Negeri Jakarta 
khususnya Program Studi S1 Manajemen, untuk memberikan 
pembekalan terlebih dahulu  kepada mahasiswa yang akan 
melaksanakan PKL agar mahasiswa lebih terarah dan siap dalam 
melaksanakan PKL. 
b. Universitas Negeri Jakarta khususnya Program Studi S1 Manajemen 
agar bisa bekerjasama dengan perusahaan-perusahan ataupun instansi 
pemerintah sehingga mahasiswa/i mengetahui dimana PKL akan 
dilaksanakan dan cocok dengan  Program Studi S1 Manajemen. 
c. Pemberian dosen pembimbing sebelum PKL berlangsung sehingga 
memudahkan mahasiswa/i untuk sharing terkait PKL. 
d. Pihak Universitas Negeri Jakarta, khususnya Program Studi S1 
Manajemen Fakultas Ekonomi agar memberikan materi tentang sistem 
keuangan pemerintahan tidak hanya perusahaan umum kepada 
mahasiswanya. 
e. Pihak Fakultas dan Universitas lebih mempermudah dan meningkatkan 
kualitas pelayanan pembuatan surat izin pelaksanaan PKL. 
2. Saran untuk Mahasiswa 
a. Melatih kemampuan berkomunikasi yang baik dan benar, karena 




b. Mempunyai target perusahaan-perusahaan yang mana saja yang akan 
dijadikan tempat PKL sehingga apabila satu perusahaan tidak 
memberikan respon terkait pengajuan PKL, mahasiswa/i akan 
mengajukan ke perusahaan lain sesegera mungkin. 
c. Menjadi mahasiswa yang aktif dan cepat beradaptasi dengan lingkungan 
baru. 
d. Selalu melatih dan mengembangkan interpersonal skill dalam diri 
masing-masing, karena kemampuan ini sangat diperlukan dalam 
berinteraksi dengan setiap pihak di dunia kerja. 
e. Mencari koneksi sebanyak mungkin untuk mempermudah dalam 
mendapatkan tempat PKL. 
3. Saran untuk Direktorat Jenderal Imigrasi 
a. Diharapkan Direktorat Jenderal Imigrasi membuat Standar Operasional 
Prosedur (SOP) tentang program PKL, seperti job description yang 
jelas, kesiapan masing-masing direktorat untuk menerima mahasiswa 
PKL, dan lain-lain sehingga mahasiswa tidak merasa bingung ketika 
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Surat Keterangan Telah Melaksanakan PKL 
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Daftar Kegiatan Selama PKL 
Hari, tanggal Waktu Kegiatan 
Senin, 10 Juli 
2017 
07.30 – 16.00 1. Lapor diri ke bagian kepegawaian 
Direktorat Jenderal Imigrasi 
2. Pengenalan seputar Direktorat 
Jenderal Imigrasi 
3. Pemparan prosedur pelaksanaan 
PKL dan hal-hal yang harus 
dipenuhi seusai pelaksanaan PKL 
di Direktorat Jenderal Imigrasi 
Selasa, 11 Juli 
2017 
07.30 – 16.00 1. Lapor diri ke bagian keuangan 
dengan ditemani oleh pembimbing 
PKL bagian kepegawaian 
2. Mengelola surat masuk 
3. Penomoran SPTJB 
Rabu, 12 Juli 
2017 
07.30 – 16.00 1. Mengelola surat masuk. 
2. Mengarsipkan dokumen-dokumen 
perjalanan dinas 
Kamis, 13 Juli 
2017 
07.30 – 16.00 1. Mengelola surat masuk 
2. Menyetorkan pajak ke bank BRI. 
3. Membuat daftar penerimaan uang 
saku RDK.  
Jum’at, 14 Juli 
2017 
07.00 – 16.30 1. Mengelola surat masuk 
2. Mengarsipkan dokumen pencairan 
anggaran 
Senin, 17 Juli 
2017 
07.30 – 16.00 1. Mengelola surat masuk 
2. Penomoran SPTJB 
Selasa, 18 Juli 
2017 
07.30 – 16.00 1. Mengelola surat masuk 
 
Rabu, 19 Juli 
2017 
07.30 – 16.00 1. Mengelola surat masuk 
2. Mengarsipkan dokumen pencairan 
anggaran 
3. Menyetorkan pajak ke bank BRI 
Kamis, 20 Juli 
2017 
07.0 – 15.30 1. Mengelola surat masuk 
2. Membuat power point untuk RDK 
Jum’at, 21 Juli 
2017 
07.00 – 16.30 1. Mengelola surat masuk 
2. Membuat daftar penerimaan uang 
saku RDK. 
Senin, 24 Juli 
2017 
07.30 – 16.00 1. Mengelola surat masuk 





Selasa, 25 Juli 
2017 
07.30 – 16.00 1. Mengelola surat masuk 
2. Penomoran SPTJB 
3. Mengarsipkan dokumen pencairan 
anggaran 
Rabu, 26 Juli 
2017 
07.30 – 16.00 1. Mengelola surat masuk 
2. Mengarsipkan dokumen-dokumen 
perjalanan dinas 
Kamis, 27 Juli 
2017 
07.00 – 16.00 
*rapat : 17:00 -
18.00 
1. Mengelola surat masuk 
2. Menyetorkan pajak ke bank BRI 
3. Mengikut RDK bagian keuangan 
dengan Direktorat Kermakim 
Jumat, 28 Juli 
2017 
07.00 – 16.30 1. Mengelola surat masuk 
2. Membuat daftar penerimaan uang 
saku RDK. 
Senin, 31 Juli 
2017 
07.30 – 16.00 1. Mengelola surat masuk 
2. Membuat power point untuk RDK 
Selasa, 1 
Agustus 2017 
07.30 – 16.00 1. Mengelola surat masuk 
2. Penomoran SPTJB 
3. Menyetorkan pajak ke bank BRI 
Rabu, 2 Agustus 
2017 
07.30 – 16.00 1. Mengelola surat masuk 
2. Mengarsipkan dokumen pencairan 
anggaran 




07.30 – 16.00 1. Mengelola surat masuk 
2. Mengarsipkan dokumen-dokumen 
perjalanan dinas 
3. Menyetorkan pajak ke bank BRI 
Jum’at, 4 
Agustus 2017 
07.00 – 16.30 1. Mengelola surat masuk 




07.30 – 16.00 1. Mengelola surat masuk 
2. Mengarsipkan dokumen-dokumen 
perjalanan dinas 
3. Menyetorkan pajak ke bank BRI 
Selasa, 8 
Agustus 2017 
07.30 – 16.00 1. Mengelola surat masuk 
2. Membuat daftar penerimaan uang 
saku RDK. 
Rabu, 9 Agustus 
2017 
07.30 – 16.00 1. Mengelola surat masuk 
2. Penomoran SPTJB 
Kamis, 10 
Agustus 2017 
07.30 – 16.00 1. Mengelola surat masuk 




07.30 – 16.30 
*rapat : 17:00 -
18.00 
1. Mengelola surat masuk 





3. Mengikui RDK bagian keuangan 
dengan Dit. Wasdakim 
Senin, 14 
Agustus 2017 
07.30 – 16.00 1. Mengelola surat masuk 




07.30 – 16.00 1. Mengelola surat masuk 
2. Menyetorkan pajak ke bank BRI 
Rabu, 16 
Agustus 2017 
07.30 – 16.00 1. Mengelola surat masuk 
2. Membuat power point untuk RDK 
Jum’at, 18 
Agustus 2017 
07.30 – 16.30 1. Mengelola surat masuk 
2. Penomoran SPTJB 
Senin, 21 
Agustus 2017 
07.30 – 16.00 1. Mengelola surat masuk 




07.30 – 16.00 1. Mengelola surat masuk 





07.30 – 16.00 1. Mengelola surat masuk 




07.30 – 16.00 1. Mengelola surat masuk 
2. Penomoran SPTJB 
3. Menyetorkan pajak ke bank BRI 
Jum’at, 25 
Agustus 2017 
07.30 – 16.30 
*rapat : 17:00 -
18.00 
1. Mengelola surat masuk 
2. Mengarsipkan dokumen pencairan 
anggaran 




07.30 – 16.00 1. Mengelola surat masuk 
2. Penomoran SPTJB 
Selasa, 29 
Agustus 2017 
07.30 – 16.00 1. Mengelola surat masuk 




07.30 – 16.00 1. Mengelola surat masuk 
2. Membuat power point untuk RDK 
Kamis, 31 
Agustus 2017 
07.30 – 16.00 1. Mengelola surat masuk 




07.30 – 16.00 1. Mengelola surat masuk 
2. Penomoran SPTJB 




07.30 – 16.00 1. Mengelola surat masuk 
2. Menyetorkan pajak ke bank BRI 
 
 
